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INGKAT II KUTAI

3

PEHEATURAN DAERAH KABUPATEH~DAERAH

NOMOR 14 TAHUN 1798

PETRIZUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
2HGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
3UPATI KEPALA AERAH TINGKAT II KUTAI
- & . nanhwa dengan semakin meluasnya Dperadaron Minumnan
Seralkohol di Daerah, perlu diaturn ketentuan
Pengawasan dan pengendalian temp at/lokasi pengedaran
Penjualan Minuman Beralkohol;
saawa Penggunaan Minuman neralkohol dapat menimbulkan
gangguan kescehatan, gangguan ketentraman dan
“etertiban masyarakat;
; o Sahwa sehubungan dengan pertimbangan hurui a dan b
g diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Tempat
} Penjualan Minuman Be ralkohol yang diatur dalam suatu
| Paraturan Dacrah.
;e@;ngat . Undang-undang R.I. Nomor 27 ‘Tahun 1959 Tentang

Penetapar Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953
~entang Pembentukan Daor h Tingkat II di Kalimantan
(embaran Hegara Tahun 1953 Komor 9) sebagal Undang-

1674 tentanyg Pokok-
Arah (Lembaran Hegara Tahun
AT sgara HNomor 3037);

ang Pajak
ara ‘Tahun
nor 3685);

cahun 1997 'on
(Lembaran Ie
embaran Negara

"

vemerintah R.I. Homor Tahun 1988 tentang
yodinang Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
necara ;thu 1988 NHomor 10, Tambahan Lembaran he jara

3373)

seraturan Pemarintah R.I omor 20 Tahun 1997 tentang
netvibusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
<1 R 2 Lembaran Negara Nomor 3692);

presiden R.I. NHomor 3 Tahun 1997 tentand
tGAan Gan “cngnndalian Miuman Beralwohol;

Nomo: &84 Tahun 1992
raturan Daecran
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& . Keputusan Menteri Dalam Ns2geari Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;

¢ . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatae Cara Pe

mungutan Retribusy Daerah;

,-,
(@]

Keputusan Menteril Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
Daerah;

[
y—

-

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 23 Tahun 1885 tentanug Penvidik Pegawal Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daeran
Tingxat 1I Kutail.

Dengan Persetujuan

; gy T 1. “ —a N U 3 i . L _
’ Jewan Perwarilan Baxyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kutail
\ = o . = N L . N
i
; :tapkan SEPATUEAE DETEN R DB .. o -
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3 Pasal 1
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' am Peraturarn Daerah i1nl yang dimansud d ot
. ~ - .
4 I B T ey oo s e b o R S e T =Y St sTHdsan T 1
D“mnr‘.‘n‘»a"l Uaoraill avaddi Roemer Lo ant ivedddidd w2l Jaeran Lildrdu &l
Pemerinta: Dacoral ‘
1 + .
sucal,
- . F o — P mol Al T \(U;.a‘_
i & Yaeral 112k Dupati Kepalra Daeran TingkKaco L4 AUcdd.
Kepala Daerah adaelah Dupatl Kepala I ] ®

h  suatu bentuk Badan Usana yang meliputiy Perseroan

= | | -
gziggtaszlgerseroan Xxomanditer, Perseroan lainnva, LBadan- Usaha
milik Negara atau Daerah dengan nama dan lbenhuk apapgn,
persekutuah, perkumpulan, firma, kongsi, kopergsx, yaya;ag, atig
organisas: vyang sejenis, lembagg, dana pensiun, Dbentuk usana
tetap serta bentuk badan nsaha ]alqnya;
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d{inuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol vyang
diproses dari bahan nasil pertanian yang mengandung Kkarbohidrat
dengan cara fermentasl dan des tilasi atau fermentasl tanpa
destilasi baik dengan cara memberikan pexlakuan terlebih dahulu
atau tidak, maupun yvang diproses dengan mencampur konsentrat
dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengadung
ethanol vyang terbagi dalam tiga golongan, yazitu Golongan A,
miauman berkadar alkohol/ethanol (C2HS50H) 1% s/d 5%, Golongan B
minuman berkadar alkohol/ethanol (C2HS50H) lebih dari 5% s/d 20%
dan Goloncgan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H504) labin

dari 20% s,d 55%;
Penjualan Minuman Beralkonhol vang

erah kepada Badan Hukum yang menjual
ra eceran dalam kemasan atau diminum

Izin eadalan Izin 2 t
diberikan oleh Kepzala Da
minuman beralkohol seca
ditempat penjualan

Tempat Penjualan {inuman Beralkohol adalah semua tempal Yyang
menjual minuman beralkohol dalam kemasan maupun diminum ditempat

penjualan;

Retribusi Perizinan Te

tertentu Pemerintah aerah dalam

orang oribadi atau hadan yang 4

pengaturan, pengendalian dan pengawa
<

rtentu al
r

O

h Retribusi atas kegilatan
ngka pemberian izin Kkepada
maksudkan untuk pembinaan,
an atas kegiatan pemanfaatan

o

a2
a
1
L

ruang, pencgunaan sumber daya alam, barang, prasarana, Ssérana,
atau fasilitas tertentu guna melindungil kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman  Beralkohol yana
selanjutnys=z s d tas  pemberian

disebut Retribusi adalah pembavaran
izin oleh Pemerintah Daeran lepada ohgng pribadi atau badan untui
melakukan penjualan minuman baralkohol disuatu tempat tertentu;

.badan  yang menurut
Ajibkan untuk melakukan

Waiib Retribusi adaiah orang priba
Peraturan Perundang-undangan retribusi

pembayaran retribusi;

Masa Retriblsi a
batas waktu bagi wajib Retribusil untux mamdnxanikan pemberian
izin tempat penjualan minuman heralkohiol dari Pemerintah Daerah

s

ang bersangkutan;

dalan suatu jancgka waktu tertentu yang merupakan
G

Pengawasain tempat senjualan minuman beralkohol adalah  pengawasan
vang dilakukan oleh Yepala Daeraelh tevhadap utempat peniualan
minuman beralxchol

Tim Pengewasan dan pthcndalzan panjualan minuman beralkohol
adalah %im yang dlbuestux oleh Kepala Daerah yana berancootakan
Instansi terkait di Daerah yang ko tugas melakukan pengawasan dan
sengendalian penjualan minman Der ikohol serta tugas-tugas lain
}ané Ciberixan oleh Hapalez Oacrah;

Surat Pencdaftaran O retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingket SPEORD, adalah  Surat  yang digunarxan oleh Wajib
Retribus: uptuk melaporkan cdata obyek Retribusi dan Wajlb
Retribusi sebagal dasar penghitungan dan pembavyaran Retribusi
yang terutang ment peraturan Perundarg-undangan Retribusi
Daerar;
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h yang selanjutnya disingkat
si yang digunakan oleh Wajib
gan dan pembayaran retribusi

Surat Pemberitahuan Retribusi Dae
SPTRD adalah Surat Ketetapan Retri
Retribusl untux melapo +

P 5

-

vyang teruteng menuruc
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingk cat SK RD,
adalah Surat Xetetapan Retribusi vang diterbitkan oleh Gubernur
Kepala Daeran a Pejabat vang ditunjuk berdasarkan permohonan
yang diajukan Wajib Retribusi dan digunakan untuk melakukan
pembayaran Retribusi <e Kas Kantor Daerah atau ke tempat lain
vang telah ditetapkan:

Surat Ketetapan Retribusi Daeran Tambahan vyang selanjutnya
disingkat SXRDT, adalah Surat Ketetapan Retribusi vang
diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dar
atau data vanc semula belum lrngkap;

surac Keteatapan Daeran Lebih bavar, vang selanjutnya
disingkat SHEDLI surat Keputusan yang menentukan jumlan
kelebihan wvemba ibusi karena jumleah kredit retribusi

la etribusi vyang terutang atau tidak

lebih  besar ¢
seharusnvyva t

~+
oY)
n
>
®
oz
D
Lo
o
T
o3}
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T .
dtusan a

Surat Keputusan keboratan adalahn :
i rsamakan, SKRDKBT dan

terhadap tau Dorumen lain
SKRDLEB v xan olenh wWajilb Ret

Pemeriksaan acdalah seranagkalan keglatan untul mencari,
mengumpulkan, den mengolah data dan ata “eterancan lainnya dalam
rangka pengawasan kKeoatuhan pemenuhan kewajiban Retribusl Daerah
berdasarkan Perundanc-undangan Retribus Daerah;

a Retribusl Daerahn adalan
olen Penylidik Pecawal Negeri
B &

Sipil vyang sa2lanjutn: penyidik, untuXx mencari
' itu  membuat terang

serta mengumbulkan 5
tindak pidana dibidang Petribusi Dasrah vyang erjadl  serta
menemukan tersangkanya;

Penyidikan nd
serangkaian tindakan
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Pasal

byek Retribusi adalah pemberian I
inuman beralkohol d1i .

. Hotel;

. Restoran;

. Bar;

. Klab Malam;
. Diskotik;
g‘Supermarket

r
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, Dan ditempat n

subyek Retribusi adalah orang pribadi
bntuk melakukan penjualan minuman bera

3AB  I1I
GOLONGAN 27
rasa
fsrtribusi IZ2L0 Ponjualan M
sebacal Retribusi Perizinan tartent.
BAD It

Tingkat Penggunaan
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Retribusi

Pasal 7
dalam penatapan
an pada tujua
mberlan LEai
dimaksud pada avat
transportasi dalaea
BADB VI
DAN BESARNYA TAR
Pasal 8

Lte ’C,JG.
m,
market

diteta )hdli

BAB

WILAYAH

dUT u‘LIk_ a

O (.x;ber
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VII

P“MUaCU”‘

€5

11 Wilavan
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laan.

450.000,
200.000,
250.000,
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Besarnyd
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penjualan
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t
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asal 10 ,
isa Retribusi zdalah jJangka waktu vyang lamanvya 12 (dua
Pasal 11
#at  Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya
ﬁ‘humon lain vang dipersamakan.
BADB IX

Apabila berdasarran ha

jumlah retribusi yang
Bentuk, 151, dan ta
vyang dipersamakan ¢

sebagaimanz dimaksud

il pemeriksaan
atau data yang semula bFLUm terungkap

terutang,

a cara penerbi
egalmana dimaksud
a ayat

makan;

dan ditemukan da
yang menyeba
SKRDKBT

’

maka dikeluarkan

tan

SKRD at

tau Dokumen
pada ayat (1) dan
(2) ditetapkan oleh Kepala

belas)

188

bulan

SKRD atau

TATA CARMA PENDAFTTARAN DAY OPENDATAAL
Pasal’ 12
10 wWalib Retrihus: Wasih me S 3 ey

; SEAORL & e o Pinme s ud ) aYat 1 il 11151 ]

i SPdJdOR e Gimamsud pada st (1) harus Jdiisi dengan
jelas, handar lengrap  sorta Gitandetangani olen Wajib
Retribusi azauy anva :

i} Bentuk, 184 serta tata cara pengisian dan penyampalan SPAdORD
seoacalmcts dimaxsud pacda ayat (1) ditetapkan oleh Xepala Daerah

BAB '
FUNETAPAN BETRIBUSS
Pacal 13
Berdasarkan SPAORD csebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
ditetapkan Retribus;j terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yanag dipersar

ta baru dan
bkan penambahan

lainnya
SKRDKBT

Daerah.
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BAB  XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

IRl

Pasal’ 14

" -
Pemungutarn Retribusi tidak dapat diborongkan:

Retribusi dipungut cengan menggunakan SKRD atau dokumen lain va
dipersamalan, darn SXRDKBT.

am hal Wajiib Retribusi tidak membayar

ang membayar, dikenakan sanksi administrasi besrupa bunga sebesar 2
a8 persen) setiap bulan dari retribusi vang terutang atau Kkuran
ayar dan di ¢ ih dengan mengunakan STRD.

tepat pada waktunya ata

bl .

gy
ay

BAB XIII

oA M y

IATA CARA PEMBAYAR

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunaci sekaligus ;-
Retribusi vang
belas) hari sej

erutang dilunasi sel
Jak
Giversamaikan SKRDKBT

ambat-lambatnya 15 (lima
ya S5KED ateu dokumen lain vyang
Tata cara pembavyararn

! 1, pPenyetoran, tempat pembayaran retribusi
diaturlden;an Keputusan Kepala Daorah.
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| . BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
f Pasal 17
; .
| etribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokuman lain vancg
i ipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Kxeberatan vyang
! .eryebabkan jumiah retribusi yang harus dibayar bartambah, yanc
idak atau kurang dibayar olen Wajib Retribusi dapat ditagin
' jelalui B8Badan Urusan Piutang dan Lelang MNegara;
| 'enagihan Retribusil melaluil Badan Urusan Piutang dan Lelang
{ lecara dileksanakan berdasarkan Perund-ng-undangan yang berlaku.
BAB XV
f FENCAWASAN DAN FENGENDALTAN
Pasal 18
Pengawasan dan lan jumlah minuman Dberalkohol
vang beredar ocieh Kepala Daerah dan tidak
boleh dilakukan
Untuk mengawasi dan  mengendalikan  Tempat Penjualan Minuman
Beralkchol, Kopala Cacran mombentuls Tim * yvang terdiri dari
instansi vang terkait;
Kepala Daerah dapat menentukan jumlah Miauman Beralkohoi yang
dapat dijual di Tempat Penjualan.
|
| BAB  XVI
i

s A

| ib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajibar sehing¢a. merugikan
| sngan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan
? ‘ gy denda waling banyakx 4 (empat) kali jumlah .retribusil yang
. btang.
‘ ]

|

|
B i K}
| |
| 4
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BAB  XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20
{ ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunnan Pamerintan
Daerah diberi wewenang Kkhusus bagi Penyidik “indax Pidana
, dibidanc Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daiam Undang-
| undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
| ) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avyat (1) Pasal ini
‘ adalah
5 a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. '‘Menerima, monca:i, mengumpulkan dan menelitl keterangan
mengeqol orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daeralh

c. Meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi
atau padan sehubungan -dengan tindak pidana dibidani Retribusi
Daerah; ' .

¢ Memeriksa buru-buku, catatan-catatan dan dorumein-doxumen lain
berkenaan dangan tindaXk pidana Retribusi Daerah;

e. Melakurxan penggeledahan untuk endapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatecan, dan dokumen-dokumen lain sert
melakukan oenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Ratribusi Daerah;

g. Menyuruh Dberhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan i1dentitas orang atau
dokumen vang dibawa sebagalimana imaksud pada huruf e;

h. Memotret sescoranc vang berkaitar dencan tindak pldana
Retribusi Daer h;

‘ L. Memangall orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
j sebagal frersangka atau saksi,
‘ j. Menghentikan penyidikan;

k. Melarukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancarean
tindakan penyidikan tindak pidana Re rlbu51 Daeralh menurut
hukum vang dapat dipertanggung jawabka -

3) Penyidik sebagalimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

' memperitehulan dimulainya Penyldikan dan menyainpaikan hasil

nenyidikannya Kepada penuntut umum, Ses suail dengan Ketentuan yang

' diatur dalam Uncang-undang Nomor & Tah'in 19881 tentang Hukum
Pidana
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| PENJELASAN
ATAS
VPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
; NOMOR ' .14 TAHUN.1998 .o
% “ TENTANG
% RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN éEéALKOHOL
%‘ L UMUM.

| Dalam rangka lebih memanfaatkan Otonomi Daerah vang nyata,
‘ dinamis, serasi dan bertangoung jawab, pembiayaan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah yang bersumbar dari Pendapatan Asli Daerah,
khususnva vang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan
dikelola sazcara lebih bertanggung jawab.

Disampinc itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembancunan,
kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan Kepentingen dén kpmanfaatan umum diarahkan agar menunjang

usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah.

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Faijiak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 4
Tzin Tempat Penjualan
Minuman Fferalkohol termasuk didalam Jjenis Retribusi Perizinan

Tertentu.

Dalam upaya pengawasan Gan pengendalian terhadap tempat penjualan
minumar beralkohol p«riu adanya pengaturan Retribusi Izin Tempat
| ' Penjualan Minuman Serallohol Dalam Wilayanh HRabupaten Daerah

. Tingkat 11 Xutai.

PENJELASAN PASAT DEMI PASAL.

| Pasal 1 s/d Pasal S Cukup Jeleas.
| -
Pasal 6 s,d Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14 ayat (1) Yange ‘dimaksud tidak dapat di

borongkan adalah bahwa seluruh proses
kegiatan pemungutan Reétribusi tidak
dapat diserahkan kepad: pihak ketiga.

| ., . Pasal 14 avat (2) Ccukup Jelas.

Pasal 15 s3/d Pasal 22 Cukup Jelas.
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